BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.792, 2013 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN  UMUM.
Pemberian Keterngan. Perselisihan Hasil Pemilu.
MK. Bawaslu. Tata Cara.

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR 13 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN KETERANGAN DALAM PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN UMUM DI MAHKAMAH KONSTITUSI BAGI BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI, DAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemilihan
umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,
dan adil, diperlukan adanya informasi yang seimbang
dalam perselisihan hasil pemilihan umum;

b. bahwa dalam perselisihan hasil pemilihan umum,
Pengawas Pemilihan Umum dapat memberikan
keterangan yang seimbang dan sesuai fakta agar
menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam
memutus perselisihan hasil pemilihan umum;

c. bahwa dalam rangka menjaga integritas jajaran
Pengawas Pemilihan Umum dan mewujudkan tertib
administrasi dalam memberikan keterangan
perselisihnan hasil pemilihan umum perlu adanya
mekanisme dan prosedur yang tepat;
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Mengingat

1.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan
Umum tentang Tata Cara Pemberian Keterangan
Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di
Mahkamah Konstitusi Bagi Badan Pengawas
Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun
2011Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5226);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4924);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5246);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
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Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5316);

6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun
2009 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan
Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan
DPRD;

7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun
2009 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan
Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

8. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun
2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan
Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PEMBERIAN KETERANGAN DALAM

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM DI MAHKAMAH
KONSTITUSI BAGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI, DAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1.

Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana
pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.
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10.

11.

12.

13.

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pemilu untuk memilih
Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk
memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu
yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas
Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk
memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil
Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur,
bupati, dan walikota secara demokratis.

Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga
Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang
bertugas melaksanakan Pemilu.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disingkat KPU Provinsi,
adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di
provinsi.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU
Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas
melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.

Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah
lembaga penyelenggara Pemilu yang Dbertugas mengawasi
penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disebut Bawaslu
Provinsi adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas
mengawasi penyelenggaraan Pemilu di provinsi.

Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut
Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah Panitia yang dibentuk oleh
Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu
di kabupaten/kota.

Pengawas Pemilu dalam peraturan ini adalah Bawaslu, Bawaslu
Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota.

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, selanjutnya disebut PHPU adalah
perselisihan antara peserta Pemilu dan KPU/KPU Provinsi/KIP
Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara Pemilu
mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu oleh KPU/KPU
Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota.
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Pemohon adalah pasangan calon dalam Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta
partai politik peserta Pemilu dan calon Anggota Dewan Perwakilan
Daerah dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Termohon adalah KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP
Kabupaten/Kota.

Pihak Terkait adalah pihak terkait langsung dan pihak terkait tidak
langsung.

Saksi adalah orang yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri
proses penyelenggaraan Pemilu.

Pasal 2

Dalam pemberian keterangan di Mahkamah Konstitusi, Pengawas Pemilu
berpedoman pada asas:

a.

TQ -~ o a0 o

N ¢

(1)

(2)

mandiri;

jujur;

adil;

kepastian hukum;

tertib penyelenggara Pemilu;

kepentingan umum;

keterbukaan;

proporsionalitas;

profesionalitas;

akuntabilitas;

efisiensi; dan

efektivitas.
BAB Il

KEDUDUKAN DAN WEWENANG
Bagian Kesatu
Kedudukan Memberikan Keterangan

Pasal 3

Pengawas Pemilu dalam PHPU berkedudukan sebagai saksi yang
netral sehingga keterangannya dipandang perlu oleh Mahkamah
Konstitusi untuk menjelaskan fakta-fakta terkait pengawasan seluruh
proses tahapan penyelenggaraan Pemilu.

Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keterangan
resmi lembaga Pengawas Pemilu.
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